BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 25 /D-17/ I  /TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR
171/V/TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PETUGAS
PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa berdasarkan ketentuan angka romawi II huruf C
dan angka romawi IV angka 4 Lampiran Peraturan
Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketujuh Peraturan Lembaga Sandi Negara
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan
Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian, unsur
jabatan yang bertanggungjawab menjaga rahasia
persandian adalah Kepala Dinas yang membawahi
urusan pemerintahan bidang persandian, Kepala Bidang
yang membawahi urusan pemerintahan bidang
persandian, Kepala Sub Bidang/Seksi yang membawahi
urusan pemerintahan bidang persandian dan Operator
Sandi;

bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor
171/V/Tahun 2017 tentang Penunjukan
Pejabat/Petugas Pengelola Pengamanan Persandian,
perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini dimana telah
dilantik Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang
baru;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur
171/V/Tahun 2017 tentang Penunjukan
Pejabat/Petugas Pengelola Pengamanan Persandian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4270); @



Memperhatikan :

Menetapkan

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang
Tunjangan Pengamanan Persandian;

5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1
Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan
Nilai Tingkat Pengamanan Persandian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017
tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Kepala Lembaga
Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan
Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 624);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9
Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian,
dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian.

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan
Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor
SE-06/PB/2009 tentang Tunjangan Pengamanan
Persandian; dan

2. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor
821.22/014/BKPSDM tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 171/V/TAHUN
2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PETUGAS
PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN. V4



Diktum 1

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor
171/V/Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat/Petugas Pengelola
Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Bupati Luwu Timur Nomor 235/VIl/Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 171/V/Tahun 2017 tentang
Penunjukan Pejabat/Petugas Pengelola Pengamanan Persandian diubah,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020. L}

Ditetapkan di Malili
pada tanggal16 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER
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